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KATA PENGANTAR 

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat 

dan KaruniaNya “Laporan Hasil Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 tentang 

Standar Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Toba Tahun 2026” dapat 

terselesaikan dengan baik. 

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan 

sebagai tolak ukur yang diperlukan untuk pedoman penyelenggaraan pelayanan dan 

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara 

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau dan terukur.  

Pelayanan Publik diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, pengatur ini dimaksud untuk memberikan kepastian hokum dalam 

hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam 

peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, setiap unit pelayanan diminta untuk 

mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sosial Kabupaten 

Toba guna perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. 

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) diharapkan untuk mendapatkan 

keselarasan antara harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. 

Selain FKP, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan 

publik, instansi pemerintah dapat melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

ii 
 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii 

 

A. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 

1) Latar Belakang ...................................................................................... 1 

2) Tujuan dan Manfaat .............................................................................. 1 

3) Ruang Lingkup ...................................................................................... 1 

 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP ...................................................... 2 

1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan .......................................................... 2 

2) Penyelenggara dan Peserta FKP .......................................................... 2 

3) Metode Pelaksanaan FKP ..................................................................... 2 

4) Susunan Acara FKP .............................................................................. 2 

 

C. HASIL PELAKSANAAN FKP .................................................................... 3 

1) Identifikasi Masalah ............................................................................... 3 

2) Rencana Aksi ........................................................................................ 3 

 

D. PENUTUP .................................................................................................. 3 

LAMPIRAN I Surat Undangan 

LAMPIRAN II Berita Acara yang ditandatangani 

LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir 

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan 

 



1 
 

Laporan Hasil Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial Tahun 2026 

A. PENDAHULUAN 

1) Latar Belakang 

Dalam rangka evaluasi pelayanan publik Dinas Sosial Kabupaten Toba 

Tahun 2026 serta perbaikan Pelayanan Publik Tahun 2026, maka dilakukan 

kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Standar Pelayanan Dinas 

Sosial Kab. Toba. Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari stakeholder yang 

ada di Kabupaten Toba. Adapun Perwakilan Forum Konsultasi Publik (FKP) 

yang hadir pada kegiatan ini antara lain: Masyarakat, LSM, Media Cetak, 

Perwakilan OPD Kabupaten Toba, Asisten Pemerintahan, Kepala BPS Kab. 

Toba, Kabag Orta Kab. Toba, Dinas Kesehatan Kab. Toba, Dinas 

Perhubungan Kab. Toba, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. 

Toba, Dinas Pendidikan Kab. Toba, Dinas Kominfo Kab. Toba, Satpol PP 

Kab. Toba, RSUD Porsea, RSU HKBP Balige, BPJS Kesehatan Kab. Toba, 

Camat Tampahan, Camat Laguboti, Pendeta, Puskesmas Soposurung, 

DWP Dinas Sosial Kab. Toba dan Beberapa Organisasi Lainnya. 

 

2) Tujuan dan Manfaat 

a. Mendapatkan masukan/ide untuk perbaikan SOP Pelayanan Dinas 

Sosial Kabupaten Toba kedepannya. 

b. Meningkatnya Penilaian Pelayanan Publik oleh KEMENPAN-RB dan 

OMBUDSMAN dengan dilasanakannya Forum Konsultasi Publik 

Pelayanan Dinas Sosial di tahun 2026. 

c. Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Sosial 

Kabupaten Toba pada tahun 2026. 

 

3) Ruang Lingkup 

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini menyoroti permasalahan 

terkait pelayanan yang kurang optimal terkait waktu penyelesaian PBI 

APBN dan APBD serta bantuan sosial lainnya tahun 2026 pada pengguna  

layanan.  
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Laporan Hasil Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial Tahun 2026 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu pelaksanaan kegiatan FKP ini dilaksanakan pada Hari Kamis, 

tanggal 21 Mei 2026 dimulai pukul 08.00 s/d selesai. 

b. Adapun tempat pelaksanaan FKP ini bertempat di Aula HKBP 

Soposurung Balige, Kabupaten Toba. 

 

2) Penyelenggaraan dan Peserta Forum Konsultasi Publik (FKP) 

a. Penyelenggaraan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini 

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Toba. 

b. Adapun peserta kegiatan FKP ini melibatkan pihak Masyarakat, LSM, 

Media Cetak, Perwakilan OPD Kabupaten Toba Asisten Pemerintahan, 

Kepala BPS Kab. Toba, Kabag Orta Kab. Toba, Dinas Kesehatan Kab. 

Toba, Dinas Perhubungan Kab. Toba, Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kab. Toba, Dinas Pendidikan Kab. Toba, Dinas Kominfo 

Kab. Toba, Satpol PP Kab. Toba, RSUD Porsea, RSU HKBP Balige, 

BPJS Kesehatan Kab. Toba, Camat Tampahan, Camat Laguboti, 

Pendeta, Puskesmas Soposurung, DWP Dinas Sosial Kab. Toba dan 

Beberapa Organisasi Lainnya. 

 

3) Metode Pelaksanaan FKP 

a. Pada Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dilakukan dalam 

bentuk diskusi dua arah guna mengetahui serta mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang mengalami 

kesulitan/hambatan dalam proses pengusulan bantuan sosial. 

b. Pada akhir kegiatan dilakukan kesepakatan terkait hal-hal yang perlu 

dilakukan perbaikan/peningkatan bagi pihak-pihak yang terlibat pada 

kegiatan FKP tersebut. 

 

4) Susunan Acara FKP 

Acara dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Toba 
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Laporan Hasil Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial Tahun 2026 

Penyampaian hal-hal terkait standar pelayanan di tahun 2026 

Penyampaian Kesepakatan dan Kesimpulan 

 

C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) 

1) Identifikasi Masalah 

Dalam Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dilakukan dalam rangka 

standar pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Toba pada tahun 

2026 untuk melakukan perbaikan serta peningkatan pelayanan terhadap 

masyarakat miskin/tidak mampu di Kabupaten Toba Tahun 2027. 

 

2) Rencana Aksi 

a. Menempelkan poster-poster kriteria miskin dan poster-poster cara 

pengusulan bantuan sosial di Kantor-kantor Desa dan di tempat-tempat 

umum agar dapat terinformasikan ke masyarakat tentang program 

Dinas Sosial Kabupaten Toba. 

b. Melakukan Sosialisasi ke Desa-desa tentang pengusulan bantuan sosial 

c. Membuka pelayanan ke Desa-desa agar Puskesos Desa bisa 

mengusulkan masyarakat miskin/tidak mampu melalui aplikasi SIKS-NG 

dengan menggunakan akun desa. 

 

D. PENUTUP 

Demikian laporan hasil kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) 

tentang Standar Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Toba ini kami 

sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 
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Dinas Sosial Kabupaten Toba



MATERI PRESENTASI

1 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2

3 JENIS-JENIS PPKS (Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial

4
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL         

KABUPATEN TOBA

PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

Dinas Sosial Kabupaten Toba



PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Penetapan Standar pelayanan publik

adalah: Kegiatan menyusun

menetapkan ,dan menerapkan pedoman

penyelenggaraan pelayanan publik

Standart pelayanan publik ini bertujuan

untuk mewujudkan pelayanan yang 

berkualitas cepat, mudah, terjangkau, 

dan terukur

Dinas Sosial Kabupaten Toba



PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

Pelaksana pelayanan publik adalah:

Pejabat,Pegawai, atau petugas yang bertugas

melaksanakan pelayanan publik.

Kewajiban pelaksana pelayanan publik : Bertindak

adil tidak diskriminatif dan tidak berlarut larut dalam

memberikan pelayanan, frofesional, tidak

mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah

dan wajar, Tidak menyalah gunakan sarana dan

prasarana serta fasilitas pelayanan publik.

Dinas Sosial Kabupaten Toba



Dinas Sosial Kabupaten Toba

REKAPITULASI PEMERINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DESIL 1 s/d DESIL 10

KABUPATEN TOBA

(per MEI 2026)

DESIL 1

KELUARGA: 5.526 kk

INDIVIDU: 23.086 Jiwa

DESIL 2

KELUARGA: 5.629 kk

INDIVIDU: 22.097 Jiwa

DESIL 3

KELUARGA: 6.883 kk

INDIVIDU: 24.236 Jiwa

DESIL 4

KELUARGA: 6.605 kk

INDIVIDU: 21.367 Jiwa

DESIL 5

KELUARGA: 11.233 kk

INDIVIDU: 34.488 Jiwa

DESIL 6-10

KELUARGA: 29.099 kk

INDIVIDU: 86.535 Jiwa

Belum

Pemeringkatan

KELUARGA: 7.055 kk

INDIVIDU: 11.191 Jiwa

JUMLAH KELUARGA

72.030 kk

JUMLAH INDIVIDU

223.000 Jiwa



PENERIMA PBI-JKN di 

Kabupaten Toba

PENERIMA 

BPNT/Sembako di 

Kabupaten Toba

PENERIMA PKH di 

Kabupaten Toba

DATA PENERIMA BANTUAN di KABUPATEN TOBA 

per MEI 2026

Dinas Sosial Kabupaten Toba



JENIS-JENIS PPKS (Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial) 

1. Anak Balita Telantar

2. Anak Terlantar

3. Anak yang berhadapan dengan Hukum

4. Anak Jalanan

5. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)

6. Anak yang menjadi Korban tindak kekerasan atau

diperlakukan salah

7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

8. Lanjut Usia Terlantar

9. Penyandang Disabilitas

10. Tuna Susila

11. Gelandangan

12. Pengemis

13. Pemulung

Berdasarkan

Permensos Nomor

5 Tahun 2019 

tentang

Pengelolaan Data 

Terpadu

Kesejahteraan

Sosial, terdapat 26 

Jenis PPKS

Dinas Sosial Kabupaten Toba



JENIS-JENIS PPKS (Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial) 

14. Kelompok Minoritas

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

(BWBLP) 

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA 

18. Korban Trafficking

19. Korban Tindak Kekerasan

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

21. Korban Bencana Alam

22. Korban Bencana Sosial

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

24. Fakir Miskin

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

26. Komunitas Adat Terpencil

Berdasarkan

Permensos Nomor

5 Tahun 2019 

tentang

Pengelolaan Data 

Terpadu

Kesejahteraan

Sosial, terdapat 26 

Jenis PPKS

Dinas Sosial Kabupaten Toba



JENIS-JENIS PPKS (Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial) 

1. Anak Balita Telantar

2. Anak Terlantar

3. Anak yang berhadapan dengan Hukum

4. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)

5. Anak yang menjadi Korban tindak kekerasan atau

diperlakukan salah

6. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

7. Lanjut Usia Terlantar

8. Penyandang Disabilitas

9. Gelandangan

DARI 26 PPKS 

SECARA 

NASIONAL 

DI KABUPATEN 

TOBA TERDAPAT 

18 PPKS

Dinas Sosial Kabupaten Toba



JENIS-JENIS PPKS (Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial) 

10. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

11. Korban Penyalahgunaan NAPZA 

12. Korban Tindak Kekerasan

13. Korban Bencana Alam

14. Korban Bencana Sosial

15. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

16. Fakir Miskin

17. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

18. Komunitas Adat Terpencil

DARI 26 PPKS 

SECARA 

NASIONAL 

DI KABUPATEN 

TOBA TERDAPAT 

18 PPKS

Dinas Sosial Kabupaten Toba



STANDAR PELAYANAN 

PADA 

DINAS SOSIAL 

KABUPATEN TOBA
TAHUN 2026
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Dinas Sosial Kabupaten Toba

1. PENERBITAN SURAT KETERANGAN DESIL

JIKA ANDA MEMILIKI KELUHAN TERKAIT LAYANAN, 

HUBUNGI KAMI MELALUI:

- Email: dinsos@tobakab.go.id

- Website: https://dinsostobakab.go.id

- Kotak saran yang tersedia

- Jam Operasional : Senin s/d Jumat, 08.00-16.00

- Semua Layanan Gratis



Dinas Sosial Kabupaten Toba

2. PEMBERIAN BANTUAN KORBAN BENCANA

JIKA ANDA MEMILIKI KELUHAN TERKAIT LAYANAN, 

HUBUNGI KAMI MELALUI:

- Email: dinsos@tobakab.go.id

- Website: https://dinsostobakab.go.id

- Kotak saran yang tersedia

- Jam Operasional : Senin s/d Jumat, 08.00-16.00

- Semua Layanan Gratis



Dinas Sosial Kabupaten Toba

3. PENGADUAN PKH/BPNT/PBI-JKN

JIKA ANDA MEMILIKI KELUHAN TERKAIT LAYANAN, 

HUBUNGI KAMI MELALUI:

- Email: dinsos@tobakab.go.id

- Website: https://dinsostobakab.go.id

- Kotak saran yang tersedia

- Jam Operasional : Senin s/d Jumat, 08.00-16.00

- Semua Layanan Gratis



Dinas Sosial Kabupaten Toba

4. PENGIRIMAN ANAK TERLANTAR KE PANTI

JIKA ANDA MEMILIKI KELUHAN TERKAIT LAYANAN, 

HUBUNGI KAMI MELALUI:

- Email: dinsos@tobakab.go.id

- Website: https://dinsostobakab.go.id

- Kotak saran yang tersedia

- Jam Operasional : Senin s/d Jumat, 08.00-16.00

- Semua Layanan Gratis



Dinas Sosial Kabupaten Toba

5. JAMINAN SOSIAL PADA LANJUT USIA DAN DISABILITAS

JIKA ANDA MEMILIKI KELUHAN TERKAIT LAYANAN, 

HUBUNGI KAMI MELALUI:

- Email: dinsos@tobakab.go.id

- Website: https://dinsostobakab.go.id

- Kotak saran yang tersedia

- Jam Operasional : Senin s/d Jumat, 08.00-16.00

- Semua Layanan Gratis



Dinas Sosial Kabupaten Toba

6. PENANGANAN KORBAN NAPZA

JIKA ANDA MEMILIKI KELUHAN TERKAIT LAYANAN, 

HUBUNGI KAMI MELALUI:

- Email: dinsos@tobakab.go.id

- Website: https://dinsostobakab.go.id

- Kotak saran yang tersedia

- Jam Operasional : Senin s/d Jumat, 08.00-16.00

- Semua Layanan Gratis



Dinas Sosial Kabupaten Toba

7. PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN 

JIWA/WARGA TERLANTAR

JIKA ANDA MEMILIKI KELUHAN TERKAIT LAYANAN, 

HUBUNGI KAMI MELALUI:

- Email: dinsos@tobakab.go.id

- Website: https://dinsostobakab.go.id

- Kotak saran yang tersedia

- Jam Operasional : Senin s/d Jumat, 08.00-16.00

- Semua Layanan Gratis



Dinas Sosial Kabupaten Toba

8. PELAYANAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 

KELUARGA (LK3)

JIKA ANDA MEMILIKI KELUHAN TERKAIT LAYANAN, 

HUBUNGI KAMI MELALUI:

- Email: dinsos@tobakab.go.id

- Website: https://dinsostobakab.go.id

- Kotak saran yang tersedia

- Jam Operasional : Senin s/d Jumat, 08.00-16.00

- Semua Layanan Gratis



Dinas Sosial Kabupaten Toba

9. PEMBERIAN SUBSIDI LISTRIK

JIKA ANDA MEMILIKI KELUHAN TERKAIT LAYANAN, 

HUBUNGI KAMI MELALUI:

- Email: dinsos@tobakab.go.id

- Website: https://dinsostobakab.go.id

- Kotak saran yang tersedia

- Jam Operasional : Senin s/d Jumat, 08.00-16.00

- Semua Layanan Gratis



Dinas Sosial Kabupaten Toba

10. REKOMENDASI ZIARAH MAKAM ATAU ZIARAH 

ROMBONGAN

JIKA ANDA MEMILIKI KELUHAN TERKAIT LAYANAN, 

HUBUNGI KAMI MELALUI:

- Email: dinsos@tobakab.go.id

- Website: https://dinsostobakab.go.id

- Kotak saran yang tersedia

- Jam Operasional : Senin s/d Jumat, 08.00-16.00

- Semua Layanan Gratis



Dinas Sosial Kabupaten Toba

11. PELAYANAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU 

(SLRT)

JIKA ANDA MEMILIKI KELUHAN TERKAIT LAYANAN, 

HUBUNGI KAMI MELALUI:

- Email: dinsos@tobakab.go.id

- Website: https://dinsostobakab.go.id

- Kotak saran yang tersedia

- Jam Operasional : Senin s/d Jumat, 08.00-16.00

- Semua Layanan Gratis



Dinas Sosial Kabupaten Toba

12. PENGUSULAN BANSOS LAINNYA

JIKA ANDA MEMILIKI KELUHAN TERKAIT LAYANAN, 

HUBUNGI KAMI MELALUI:

- Email: dinsos@tobakab.go.id

- Website: https://dinsostobakab.go.id

- Kotak saran yang tersedia

- Jam Operasional : Senin s/d Jumat, 08.00-16.00

- Semua Layanan Gratis



TUJUAN DARI PELAYANAN

Tujuan utama pelayanan adalah memberikan

kepuasan maksimal kepada masyarakat

dengan memenuhi kebutuhan dan harapan

mereka secara efisien. Pelayanan bertujuan

membangun kepercayaan, menciptakan

hubungan emosional, memberikan solusi

cepat, dan mendorong loyalitas pelanggan, 

baik dalam konteks bisnis maupun

pelayanan publik

Dinas Sosial Kabupaten Toba



Dinas Sosial Kabupaten Toba

TERIMA KASIH



Oleh:

SARMAN MARBUN, S.Sos.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOBA



“PELAYANAN PUBLIK 
adalah

kegiatanataurangkaiankegiatandalamrangka
pemenuhankebutuhanpelayanansesuai

denganPeraturan perundang-undangan bagi 
setiapwarga negaradanpendudukatasbarang, 

jasa, 
dan/ataupelayananadministratif

yang disediakanolehpenyelenggaraPelayanan
Publik“





BelumoptimalnyaPenerapanKebijakanPelayanan
PublikberdasarkanUUNomor25 tahun2009Tentang
PelayananPublik,antaralain:

1) Penerapan Standar Pelayanan
2) Pelibatan Masyarakat
3) Penyediaan Sarana dan Prasarana
4) Pemanfaatan Media Informasi Pelayanan
5) Pengelolaan Pengaduan masyarakat



ROAPMAP REFORMASI BIROKRASI ASPEK PELAYANAN PUBLIK









PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN PUBLIK







PENILAIAN PELAYANAN 
PUBLIK KABUPATEN TOBA

PENILAIAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024

KEMENTERIAN 
PANRB

C (2,61) B- (3,08) B(3,81)

OMBUDSMAN - B (84,16)
ZONA HIJAU

B (84,66)
ZONA HIJAU

TAHUN 2025

B-(3,34)

-





Forum Konsultasi Publik
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Tahapan Forum Konsultasi Publik Pada OPP

3.Stakeholder

•

•

•



Pihak Terlibat Dalam FKP

Pengguna 

Layanan
Stakeholder
Pelayanan Publik

•

•



Bentuk Forum Konsultasi Publik

Focus Grup 
Discussion

Public Hearing

Academic
Workshop

•

•



Format Berita Acara
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•
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Format Tindak Lanjut FKP

01 02 •
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•
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ModelTataKelolaPartisipatifmelaluiFKP
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Deliver
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•
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Format Laporan Forum Konsultasi Publik
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Forum Konsultasi Publik pada Indikator Evaluasi
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Timeline Forum Konsultasi Publik Tahun 2026
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Catatan

Pelaksanaan

FKPTahun 2025
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Dasar Pembentukan DTSEN

Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 5 Februari 2025 Tentang Data Tunggal Sosial

dan Ekonomi indonesia

Pada tanggal 30 Oktober 2024, Presiden RI memberikan arahan kepada BPS 
untuk melakukan PEMADUPADANAN DATA untuk menghasilkan:
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 Tentang Optimalisasi

Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



INPRES NOMOR 4/2025 TENTANG DTSEN

Peran dan Tugas Kepala BPS:

1
Menetapkan sumber dan jenis data serta pedoman integrasi data
yang digunakan dalam penyusunan dan pengelolaan integrasi DTSEN

2
Menerima DTSEN yang mencakup informasi BNBA dari K/L, serta 
melakukan integrasi data secara nasional untuk menghasilkan DTSEN 
sebagai rujuan utama bagi K/L dan Pemda

3 Menyusun DTSEN yang akurat, terkini, dan terintegrasi

4 Mengelola DTSEN untuk penyelenggaraan kegiatan statistik, 
termasuk pemutakhiran dan pengamanan data sesuai standar terbaik

5 Menyerahkan pemanfaatan DTSEN kepada MenkoPM, Bappenas, 
Mensos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6 Melaporkan pelaksanaan integrasi DTSEN kepada Presiden secara 
berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan

4



KOLABORASI DALAM PEMANFAATAN DTSEN
Inpres Nomor 4 Tahun 2025 Tentang DTSEN

KEEMPAT:
Menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi 

nasional SEBAGAI SUMBER DATA UTAMA
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan 

program pemerintah terlaksana secara tepat

sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.

Kemenko PM

DTSEN sebagai acuan utama dalam 
penetapan sasaran penghapusan 
kemiskinan ekstrem.

Kemenko Perekonomian 
Pemanfaatan DTSEN untuk 
penyusunan kebijakan sosial dan 
ekonomi yang tepat sasaran.

Kemensos

DTSEN sebagai acuan utama dalam
penetapan pemberian bantuan
dan/atau pemberdayaan sosial.

Kemendagri

Koordinasi dengan Gubernur dan 
bupati/wali kota dalam rangka 
optimalisasi pemanfataan DTSEN.

Kementerian ESDM 
Optimalisasi pemanfaatan DTSEN 
untuk ketahanan dan ketersediaan 
energi nasional.

Kementerian Desa dan PDT 
Optimalisasi pemanfaatan DTSEN 
di tingkat Desa.

Kementerian PPN/Bappenas 
DTSEN sebagai acuan utama dalam 
penetapan perencanaan dan 
pelaksanaan program bantuan sosial, 
pemberdayaan, dan infrastruktur dasar.

Kemenkeu

alokasi anggaran dan sinergi 
pendanaan untuk mendukung 
pemanfaatan DTSEN.

KemenPAN-RB

Penerapan transformasi digital 
pemerintahan dalam mendukung 
pemanfaatan DTSEN.

BPS

Menyerahkan pemanfaatan DTSEN 
kepada Menko PM, Menteri 
PPN/Kepala Bappenas, dan Mensos.

BPKP

Pengawasan terhadap pemanfaatan

DTSEN.

BSSN

Asistensi pembinaan dan operasional 
pengamanan data dan infrastruktur 
teknologi untuk pengelolaan DTSEN.

Kementerian Komdigi 
Memfasilitasi PDN, jaringan intra- 
pemerintah yang diperlukan untuk 
mendukung pengelolaan DTSEN.
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PENYUSUNAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

DTKS

P3KE

Regsosek

Dukcapil

BPJS
Kesehatan

PLN

Kondisi Data Sosial Ekonomi

Data Tunggal Sosial 
dan Ekonomi 

Nasional (DTSEN)

Penunggalan
Individu

Penunggalan 
Keluarga

Penguatan
Variabel

Pemeringkatan 
Kesejahteraan

SEBELUM SESUDAH
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BPS MEMBANGUN DAN MENYERAHKAN DTSEN, SESUAI AMANAT INPRES

Sesuai amanat Inpres 4 tahun 2025, Kepala 

BPS telah menyerahkan hasil pembangunan 

DTSEN kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, 

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan 

Menteri Sosial pada Kamis, 20 Februari 2025

7



6

DTSEN
(per 3 Februari

2025)

285.579.122
penduduk

93.025.360
keluarga

Sesuai Inpres No. 4/2025, BPS menyerahkan DTSEN kepada Menteri 
PPN/Kepala Bappenas, Menteri Sosial, dan Menko Pemberdayaan 
Masyarakat pada 20 Februari 2025

BPS dan Kemendagri telah menyepakati total populasi yang terdapat dalam DTSEN selaras dengan total penduduk 

Indonesia per 3 Februari 2025, dengan jumlah keluarga berdasarkan Kartu Keluarga (KK) sebanyak sekitar 93 juta keluarga.

Regsosek P3KE DTKS

Desil Jumlah Persentase

null 6,985,520 7.51

1 8,603,984 9.25

2 8,603,984 9.25

3 8,603,984 9.25

4 8,603,984 9.25

5 8,603,984 9.25

6 8,603,984 9.25

7 8,603,984 9.25

8 8,603,984 9.25

9 8,603,984 9.25

10 8,603,984 9.25

Total 93,025,360 100

Dukcapil

Data by name by address
dilindungi Undang-Undang

tervalidasi

PENYERAHAN DTSEN V1 2025 (3 FEBRUARI 2025)



REGULASI TERKAIT INSTRUKSI PRESIDEN NO. 4 / 2025

Regulasi Berbagi Pakai 
Data kepada K/L/D

Regulasi Pemanfaatan 
DTSEN oleh Kemensos

Regulasi Penyusunan dan 
Pengelolaan DTSEN di BPS

Regulasi Pemanfaatan 
DTSEN oleh Kemenko PM

Perka BPS No. 28 Tahun 2025 
tentang Pedoman Integrasi DTSEN

Perban BPS No. 6 Tahun 2025 
tentang Penyusunan dan 

Pengelolaan DTSEN

Pemensos No. 3 Tahun 2025 ttg 
Pemutakhiran dan Penggunaan 

DTSEN untuk Bansos

Kepmensos No. 79/HUK/2025 ttg 
Penetapan Peringkat 

Kesejahteraan Keluarga untuk 
Bansos

Permenko PM No 4/2025 tentang 
Pedum Pengelolaan DTSEN

untuk Optimalisasi Pengentasan
Kemiskinan dan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem

Permen PPN Bappenas Nomor 7 
Tahun 2025 tentang Pedoman 

Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial 
dan Ekonomi Nasional
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IMPLEMENTASI TUGAS BPS DALAM INPRES 4/2025

Menetapkan 
Sumber dan Jenis 

Data

Penerimaan Data 
dan Integrasi 
(Pemadanan)

DTSEN
terbentuk

Pengelolaan DTSEN PembaruanPengamanan

Penyerahan Ke
3 Kementerian dan 1 Lembaga

Tentang Penyusunan dan 
Pengelolaan DTSEN

PERBAN NO 6 TAHUN 2025

1

0



DTSEN ADALAH DATA YANG DINAMIS

Jumlah record individu dan record 
keluarga (berdasarkan Kartu 
Keluarga) telah disepakati oleh 
Menteri Dalam Negeri dan Kepala 
BPS bersama dengan:

Menteri PPN/Kepala Bappenas 
Menko Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat
Menteri Sosial

DTSEN
Per 3 Feb 2025

285.579.122
Record individu

93.025.360
Record keluarga

DTSEN
Per 3 Sept 2025

287.624.267
Record individu

94.555.442
Record keluarga

DTSEN
Per 31 Juli 2025

286.800.865
Record individu

94.251.663
Record keluarga

DTSEN
Per 11 Nov 2025

288.056.584
Record individu

94.497.587
Record keluarga

DTSEN
Per 23 Jan 2026

289.060.513
Record individu

95.006.179
Record keluarga

Record Individu dan Record keluarga mencakup:
1. Individu dan keluarga yang tinggal di wilayah 

Indonesia,
2. Individu dan keluarga yang tinggal di luar 

wilayah Indonesia,
3. Potensi individu yang sudah meninggal, 

tetapi belum terkonfirmasi

Update Cakupan dan Variabel:
1. Ground Check Kemensos 

(28 November 2025)
2. Data SR

(28 November 2025)
3. Mahasiswa Kemendikti
4. Data PPPK Guru Aceh
5. Sakernas
6. SUPAS

Update Cakupan:
BLTDD 
KP2MI
Data Jabar 
Data Jateng 
Susenas 2025 
LPG
PLN

1

1



INFORMASI YANG TERSEDIA

PERUMAHAN

Status kepemilikan rumah yang dihuni 
Luas lantai bangunan tempat tinggal 
Jenis lantai, dinding, atap terluas 
Sumber air minum utama
Sumber penerangan utama 
Daya terpasang
Bahan bakar/energi utama untuk memasak
Kepemilikan dan penggunaan fasilitas tempat buang air besar 
Tempat pembuangan akhir tinja

DEMOGRAFI

Anggota Keluarga 
Keberadaan anggota keluarga 
Jenis Kelamin
Status Perkawinan
Status hubungan dgn Kepala Keluarga,

PENDIDIKAN

Partisipasi sekolah
Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki 
Kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki
Ijazah Tertinggi yang dimiliki

KETENAGAKERJAAN

Status bekerja
Lapangan usaha
Kedudukan dalam pekerjaan

KEPEMILIKAN USAHA

Kepemilikan usaha sendiri/Bersama 
Jumlah usaha yang dimiliki 
Lapangan usaha
Jumlah pekerja (di bayar dan tidak dibayar) 
Omzet usaha

KESEHATAN

Kondisi Gizi Anak
Kesulitan/Gangguan
Kepemilikan caregiver/pemberi rawat/pengasuh/wali? 
Keluhan kesehatan kronis/menahun?

KEIKUTSERTAAN PROGRAM DAN KEPEMILIKAN ASET

Penerima bantuan iuran nasional 
Penerima bantuan iuran pemda 
Kepemilikan aset bergerak 
Kepemilikan aset tidak bergerak

12



PEMANFAATAN DTSEN UNTUK INTERVENSI PROGRAM

Desil 10

Desil 9

Desil 8

Desil 7

Desil 6

Desil 5

Desil 4

Desil 3

Desil 2

Desil 1

Keluarga dalam 
DTSEN telah
diperingkat
berdasarkan
tingkat
kesejahteraan.

10% dengan tingkat 
kesejahteraan teratas

10% dengan tingkat 
kesejahteraan terbawah

Sumber: Badan Pusat Statistik

DTSEN menyediakan data seluruh keluarga (tidak hanya 
yang miskin) yang diperingkat berdasarkan tingkat 
kesejahteraannya (Desil 1 – 10) sehingga dapat 
dimanfaatkan K/L/D dalam pentargetan berbagai 
program, sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 4
Tahun 2025

13



DTSEN dimanfaatkan untuk penyaluran

Bansos mulai Triwulan 2-2025.

PEMANFAATAN DTSEN

Dan pemanfaatan DTSEN lainnya…

DTSEN dimanfaatkan untuk program 

bantuan perumahan.

DTSEN dimanfaatkan untuk penentuan 

peserta penerima BPJS PBI JK.

DTSEN dimanfaatkan untuk penjaringan 

calon siswa sekolah rakyat.

Di luar 106 ribu peserta dengan 
penyakit katastropik yang 
dinonaktifkan, kurang lebih 5 juta 
orang yang masih tetap mendapatkan 
PBI JK yang memiliki penyakit kronis 
termasuk katastropik.

5
JUTA

Pelaksanaan Ground Check 
Pertama Kali
Kementerian Sosial dan BPS 
(dibantu oleh: Pendamping 
PKH) sebelum DTSEN 
digunakan dalam penyaluran 
Bansos Triwulan 2-2025.
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KOLABORASI PEMUTAKHIRAN DAN PEMANFAATAN DTSEN

Pemanfaatan DTSEN

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi 
Nasional (DTSEN) sebagai basis data 
pensasaran kebijakan nasional:

Bantuan Sosial PKH

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan 
Kesehatan Nasional

Sekolah Rakyat

Perumahan bagi guru, tenaga 
kesehatan, wartawan, buruh, pekerja 
migran dan keluarganya, ASN di pusat 
maupun daerah, dan masyarakat 
berpenghasilan rendah lainnya

Berbagai program lainnya…
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DTSEN PERLU TERUS DISEMPURNAKAN

Akibat:
Kebijakan  dianggap  tidak  tepat  sasaran  dan  belum 
mampu menyelesaikan inclusion dan exclusion errors.

Isu utama:
Pemanfaatan DTSEN yang berdampak langsung pada 
masyarakat,  mulai  dari  perlindungan  sosial  hingga 
jaminan kesehatan.

Penyebab:
Belum mutakhirnya variabel DTSEN sebagai penentu 
tingkat kesejahteraan. Bantuan sosial yang

diberikan harus 

tepat sasaran.

”

Strategi:
BPS  proaktif  dalam  pengelolaan  dan  melakukan 
koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka 
penyempurnaan DTSEN.
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• Desember
•

•

Des-Januari
M4 Januari

TIMELINE PEMBARUAN DTSEN TAHUN 2026

Versi 1

16

Kegiatan Versi 1 Versi 2 Versi 3 Versi 4

Penyiapan sumber 
data pemutakhiran

Desember Maret Juni September

Validasi Dukcapil Desember – Januari Maret – April Juni – Juli
September – 

Oktober

Pemeringkatan dan 
Penyampaian Data

M4 Januari M4 April M4 Juli M4 Oktober

Sumber Data*)

(rutin)

• GC
• Sakernas Agustus
• Susenas 

September
• Pemda

• GC
• Dapodik
• Pemda

• GC
• Sakernas Feb
• Susenas Maret
• Pemda

• GC
• Dapodik
• Pemda

*) Pembaruan DTSEN juga bersumber dari data lain di luar data rutin tersebut



PEMERINGKATAN

DATA TUNGGAL SOSIAL 

EKONOMI NASIONAL



Proses Integrasi Data (Pemadanan)

Relasi Individu
Relasi

Keluarga
Penunggalan

Keluarga

Penunggalan
Individu

Verifikasi NIK

Konfirmasi Individu, 
Keluarga, dan Domisili

Pemadanan Individu
Regsosek × P3KE × DTKS

NIK Tidak Valid
Pemadanan Probabilistik

Data Regsosek menjadi baseline kerena memiliki waktu lebih awal dan cakupan yang lebih luas 
dan pendataan dilakukan oleh BPS.
Data yang tidak padan akan menjadi record baru, termasuk selisih data yang ada di DUKCAPIL.
Data BPJS Kesehatan digunakan untuk konfirmasi domisili dan memutakhirkan status kematian* 
Paralel proses pemadanan data individu Regsosek, P3KE, dan DTKS oleh Dukcapil. Hasil 
pemadanan dapat memperkuat data tunggal melalui penunggalan individu dan keluarga serta 
domisili keberadaan.

1

NIK Valid
Pemadanan Deterministik 3

Penunggalan & 
Pengayaan 

Karakteristik/Variabel

Pemeringkatan 
Status 

Kesejahteraan

DUKCAPIL

Data Tunggal Sosial 
Ekonomi Nasional

Sumber data lain 
digunakan, termasuk 

PLN dan BPJS 
Ketenagakerjaan

2

2



Metode Pemeringkatan DTSEN Lengkap, Parsial (GC dan 
Pemutakhiran)

1.
DTSEN

Versi Mei
2025

Model PMT 
Regsosek

2. GC

Pengembangan 
Model PMT

3.
Pemuta
khiran

➢ Karena perbedaan 

kelengkapan data!

❖ PEMERINGKATAN 

LENGKAP

❖ PEMERINGKATAN 

PARSIAL
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Pemeringkatan 
DTSEN Lengkap 

sebelum GC
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Pemeringkatan Kesejahteraan DTSEN Lengkap

TUJUAN: sebagai dasar targeting pemberian bantuan sosial.

Relasi keluarga : 89 juta*
Persentase padan Regsosek x P3KE x DTKS : 41%*

Gambaran Hasil Pemadanan*

1

2

3 4

5 6

7

TANTANGAN:

Pemeringkatan dilakukan untuk seluruh keluarga pada Data 
Tunggal hasil pemadanan (terdiri dari 7 kondisi/relasi)

Cakupan dan ketersediaan variabel ketiga sumber data
berbeda

• Regsosek: target 100 persen keluarga, memiliki variabel 
penciri kesejahteraan yang lebih lengkap.

• P3KE: target 100 persen keluarga, terdapat desil secara
nasional.

• DTKS: 48% keluarga sasaran, sangat minim variabel penciri 
kesejahteraan.

Pemeringkatan dilakukan pada tingkat kabupaten/kota,
provinsi, dan nasional.

5

*

*) Angka sebagai ilustrasi saja



TANTANGAN: Perbedaan Variabel Penciri Kesejahteraan

1. Memiliki tempat berteduh tetap

2. Kepala keluarga masih bekerja

3. Pernah khawatir atau tidak makan dalam 
setahun terakhir

4. Pengeluaran pangan lebih besar 50% dari 
total pengeluaran

5. Pengeluaran untuk pakaian selama setahun
terakhir

6. Tempat tinggal berlantai tanah dan/atau 
plesteran

7. Tempat tinggal berdinding 
bambu/kawat/kayu

8. Tempat tinggal memiliki fasilitas BAB sendiri

9. Sumber penerangan listrik PLN 450 watt atau 
bukan listrik

No. Variabel Penciri Kesejahteraan Regsosek P3KE

1 jenis dinding V V

2 jenis atap V V

3 jenis lantai teluas V V

4 jenis kloset V

5 tempat pembuangan tinja/akhir V V

6 bahan bakar memasak V V

7 sumber air minum V V

8 status penguasaan bangunan V V

9 sumber penerangan V V

10 luas lantai perkapita V

11 jumlah anggota keluarga menurut kelompok umur V V

12 jumlah anggota keluarga menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan V V

13 jumlah anggota keluarga menurut lapangan pekerjaan V V

14 jumlah anggota keluarga menurut status dalam pekerjaan V

15 mobil V

16 komputer/Laptop V

17 kulkas V

18 emas V

19 perahu motor V

20 sepeda motor V

21 perahu V

22 telepon seluler V

Variabel DTKS

Isian jawaban biner 0 dan 1
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Pemeringkatan DTSEN lengkap

Mendapatkan 𝑌� P3KE 
dengan metode imputasi 

regresi variabel P3KE 
Area 4, 6

Mendapatkan Skor DTKS 
dengan metode scoring 

variabel DTKS
Area 7

Menggunakan Model 
PMT Regsosek untuk data 

Regsosek
Area 1, 2, 3, 5

1

2

3

5

Relasi Data Regsosek – P3KE - DTKS

𝑌�_regsosek

6

𝑌�_P3KE

4

7

𝑆𝑘𝑜𝑟 DTKS
Regsosek P3KE DTKS R_Skor

1 1 111_0 1.5552

1 1 111_1 1.5535

… … … …

100 99 000_10 0.4885

100 100 000_10 0.4880

➢ Urutan dari 907.888 (101 x 101 x 89) 
kombinasi peringkat berdasarkan rata- 
rata skor pengeluaran listrik.

➢ Perbandingan antar kel kesejahteraan

Skori = (Rata-rata Rp. Pemakaian Listrik)i
-2

➢ Peringkat 1 
sampai dengan 
N di setiap 
kab/kota.

1
⋮
𝑘1

𝑘1 + 1
⋮
𝑘2

.

.

.

𝑘 + 1907.888

⋮
𝑁

Proses pemeringkatan pada level kabupaten/kota

%til Skor

1 1.6736

2 1.5339

… …

99 0.4804

100 0.4786

Regsosek P3KE DTKS

%til Skor

1 1.3184

2 1.2594

… …

99 0.4890

100 0.4875

Kel Skor

111_0 1.6736

111_1 1.6684

… …

010_10 0.5539

000_10 0.4979

Yang lebih berperan pada pemeringkatan DTSEN awal adalah kombinasi peringkat dari ketiga sumber data
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Pemeringkatan DTSEN lengkap

PEMERINGKATAN DTSEN PADA LEVEL NASIONAL

➢ Hasil konsisten dengan angka kemiskinan makro (ekstrem, miskin, rentan miskin) untuk seluruh kabupaten/kota.

➢ Menggunakan pembobot yang diperoleh dari rasio garis kemiskinan nasional dengan kabupaten/kota

➢ Dapat mensinergikan kemiskinan mikro dan kemiskinan makro, di mana targeting keluarga sasaran dapat memanfaatkan angka

kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro dapat digunakan sebagai evaluasi kemiskinan makro.
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Catatan Pemeringkatan DTSEN Lengkap

Catatan:

• Metode pemeringkatan lengkap (awal) hanya digunakan pada saat integrasi tiga data utama 

saja, selanjutnya akan menggunakan pengembangan Model PMT.

• Yang lebih berperan pada pemeringkatan DTSEN awal adalah kombinasi peringkat dari 

ketiga sumber data. Peringkat terbawah ketika Regsosek dan P3KE menyatakan persentil 1 

dan DTKS menyatakan skor kecil dan mendapatkan bantuan, demikian pula sebaliknya.

• Peringkat nasional dibentuk berdasarkan angka kemiskinan makro Susenas, berdampak  

pada Kab/kota dengan angka kemiskinan rendah namun persentase penerima bantuan besar, 

akan lebih banyak penerima bantuan yang keluar, demikian pula sebaliknya.

• DTSEN bagai bayi yang baru lahir, proses pemadanan dan pemeringkatan sudah dilakukan 

secara optimal namun masih terdapat kesalahan yang disebabkan karena perbedaan 

cakupan dan kelengkapan data, proses pemadanan, dan proses pemeringkatan. Idealnya 

setelah DTSEN terbentuk dilakukan verifikasi secara menyeluruh.
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SENSUS EKONOMI 2026
(MEI-AGUSTUS)

Langkah Strategis untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Menuju
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1

Apa itu 

Sensus 

Ekonomi?

2

Jadwal, 

Isu penting, 

dan manfaat

3

Data apa 

saja yang 

dihasilkan?

1986 2026201620061996

Sensus Ekonomi adalah program pendataan

ekonomi terbesar dan paling lengkap di Indonesia.

Dilaksanakan setiap 10 tahun oleh Badan Pusat

Statistik (BPS), sensus ini akan menghadirkan data

ekonomi yang terkini, akurat, dan komprehensif.
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B
Pertambangan

dan Penggalian

F
Konstruksi

H
Transportasi dan 

Penyimpanan

J Aktivitas Penerbitan, 

Penyiaran, serta Produksi

dan Distribusi Konten

L
Aktivitas Keuangan

dan Asuransi

P Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib

K Aktivitas Telekomunikasi, Pemrograman

Komputer, Konsultansi, Infrastruktur

Komputasi,

dan Jasa Informasi Lainnya

S Kesenian, Olahraga, dan 

Rekreasi, kecuali golongan

pokok 92 (Aktivitas perjudian

dan pertaruhan) 

A
Pertanian,

Kehutanan,

dan Perikanan

M Aktivitas Real Estat

Q
Pendidikan

I
Aktivitas Penyediaan 

Akomodasi dan Makan 

Minum

C
Industri

D
Pengadaan Listrik, Gas, 

Uap/Air Panas dan 

Udara Dingin 

E Penyediaan Air, 

Pengelolaan Air Limbah, 

Penanganan limbah, dan 

Remediasi

G
Perdagangan Besar 

dan Eceran

N
Aktivitas Profesional, 

Ilmiah dan Teknis 

O
Aktivitas Administratif

dan Penunjang Usaha

T
Aktivitas Jasa Lainnya, kecuali layanan

kencan di dalam kelompok 96900; dan 

organisasi profesi, organisasi

kemasyarakatan, organisasi sosial, 

organisasi politik dalam golongan

9412, 942, 949

V Aktivitas Badan Internasional 

dan Badan Ekstra Internasional 

Lainnya, kecuali kedutaan besar 

dan konsulat

R
Aktivitas Kesehatan Manusia dan 

Aktivitas Sosial; kecuali golongan pokok

87 (Aktivitas Perawatan Berbasis

Residensial) dan golongan pokok 88 

(Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi) 

Sensus Ekonomi Tahun 2026 (SE2026) bertujuan untuk

menyediakan data dasar yang terpercaya untuk seluruh kegiatan

ekonomi (kecuali lapangan usaha kategori P, dan U) sebagai

landasan bagi penyusun kebijakan dan perencanaan

pembangunan nasional.

U Aktivitas Rumah Tangga Sebagai

Pemberi Kerja dan Aktivitas Produksi

Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga

untuk Keperluan Sendiri yang Tidak 

Terdiferensiasi
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Apa itu 

Sensus 

Ekonomi?

Isu-isu penting yang akan dijawab oleh SE2026

Peta perekonomian wilayah dari sisi level

maupun struktur ekonomi

Persoalan dunia usaha untuk

merencanakan strategi pengembangan

usaha termasuk mencari peluang

usaha baru dan target pasar

Penerapan

Ekonomi

Digital

dan Ekonomi

Lingkungan

Daya saing

usaha

UMKM dan

kontribusiny

a terhadap

perekonomian

nasional

Jadwal SE2026

SE2026 

dilaksanakan 

di seluruh 

wilayah 

Indonesia. 

Mencakup 

semua jenis 

usaha, mulai 

dari usaha 

mikro, kecil, 

menengah, 

dan besar

15 Juni-31 Agustus 20261 Mei – 15 Juni 2026

Pendataan
Lapangan

(Door to Door)

Bagi semua usaha/

perusahaan yang belum

memperoleh email untuk

pengisian secara mandiri,

maka pendataan akan

dilakukan secara

langsung oleh petugas

SE2026

Pengisian 

Kuesioner 

SE2026 Online

Pada periode ini

perusahaan besar

akan mendapatkan

email untuk mengisi

kuesioner secara

mandiri (online)
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Pemerintah

Mendapat data terkini sebagai

landasan perencanaan

kebijakan ekonomi yang lebih

tepat sasaran, serta sebagai

bahan evaluasi atas berbagai

kebijakan sebelumnya

Sektor Bisnis

Memperoleh info dan data

tentang pasar untuk strategi

bisnis, investasi, dan ekspansi

usaha. Data SE2026 juga

membantu pelaku usaha dalam

memahami tren industri serta

peluang dan tantangan bisnis di

berbagai wilayah
Akademisi dan Peneliti

Memiliki akses ke data yang

lebih lengkap dan detail untuk

mendukung penelitian ekonomi,

sosial, dan kebijakan publik

yang berbasis data

Masyarakat

Menerima manfaat dari

kebijakan ekonomi pemerintah,

dan bisa mengakses data hasil

SE2026 untuk berbagai

kepentingan

Selain itu, partisipasi aktif dalam SE2026 juga mendorong

transparansi dan perbaikan ekosistem ekonomi secara keseluruhan,

untuk mencapai berbagai target-target yang

ditetapkan dalam RPJMN

Manfaat
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Peta Ekonomi 

Indonesia

Data yang dihasilkan

Analisis Sektoral Insight

Berbagai tinjauan

analisis lainnya

seperti ekonomi

lingkungan,

ekonomi digital, dll

Informasi mendalam masing-

masing sektor baik menurut

skala usaha (mikro, kecil,

menengah dan besar) maupun

wilayah (nasional, provinsi,

kabupaten/kota)

Potret terkini

struktur ekonomi di

seluruh wilayah

Indonesia

Snapshot SE2026
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HASIL SE2016 PROVINSI SUMATERA UTARA

Distribusi Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha

Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Wilayah dan Skala Usaha98,87%

1,13%

Nama Kabupaten/Kota
Skala Usaha

Nama Kabupaten/ Kota
Skala Usaha

UMK UMB Jumlah UMK UMB Jumlah

Nias 5.562 5 5.567 Batu Bara 33.411 186 33.597

Mandailing Natal 36.788 182 36.970 Padang Lawas Utara 14.679 58 14.737

Tapanuli Selatan 22.640 43 22.683 Padang Lawas 17.561 95 17.656

Tapanuli Tengah 25.514 124 25.638 Labuhan Batu Selatan 22.817 152 22.969

Tapanuli Utara 24.747 105 24.852 Labuhan Batu Utara 25.028 188 25.216

Toba Samosir 15.022 101 15.123 Nias Utara 6.647 18 6.665

Labuhan Batu 35.861 281 36.142 Nias Barat 3.610 3 3.613

Asahan 66.638 580 67.218 Kota Sibolga 11.006 151 11.157

Simalungun 63.950 320 64.270 Kota Tanjung Balai 18.496 164 18.660

Dairi 21.277 96 21.373 Kota Pematang Siantar 27.414 406 27.820

Karo 27.279 389 27.668 Kota Tebing Tinggi 16.617 173 16.790

Deli Serdang 134.386 1.350 135.736 Kota Medan 224.713 6.242 230.955

Langkat 91.692 632 92.324 Kota Binjai 25.805 298 26.103

Nias Selatan 12.831 40 12.871 Kota Padangsidimpuan 22.371 221 22.592

Humbang Hasundutan 13.447 83 13.530 Kota Gunungsitoli 8.564 93 8.657

Pakpak Bharat 3.408 14 3.422
Sumatera Utara 1.153.758 13.160 1.166.918

Samosir 11.576 54 11.630

Serdang Bedagai 62.401 313 62.714

Bagaimana
dengan

Tahun 2026?



Mari Kawal Bersama, Langkah Besar Wujudkan

Kemandirian Perekonomian Bangsa Untuk

Indonesia yang Lebih Sejahtera

“ “

TERIMA KASIH

#MencatatEkonomiIndonesia
#MencatatEkonomiIndonesia

SENSUS EKONOMI 2026

MILIK INDONESIA!

Landing Page
Sensus Ekonomi 2026
https://sensus.bps.go.id/se2026/
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PENGUATAN LAYANAN 

PRIMER (ILP) UNTUK 

MENDUKUNG PENCAPAIAN 

VISI TOBA MANTAP



STANDART PELAYANAN 

KESEHATAN DI KABUPATEN 

TOBA



A. LATAR BELAKANG
3

Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan

telah menjadi tema utama diseluruh dunia. Dengan

tema ini, pelayanan kesehatan dan kelompok

profesional Kesehatan sebagai pemberi pelayanan

harus menampilkan akuntabilitas sosial mereka dalam

memberikan pelayanan yang mutakhir kepada

konsumen yang berdasarkan standar profesionalisme,

sehingga diharapkan dapat memenuhi harapan

masyarakat.

Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas perlu di

tingkatkan dan dikembangkan secara berkesinambungan

dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan, pengobatan,

perawatan, ke pasien baik dengan penyakit menular atau

penyakit tidak menular.



B. Dasar hukum

 Undang – undang No. 17 Tahun 2023 

tentang Kesehatan

 Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang

Penyelenggaraan Pusat Kesehatan 

Masyarakat

 Permenkes Nomor 47 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Kegawatdaruratan. 

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. 

4



1. TATA LAKSANA

LAYANAN RAWAT INAP

1. Pendaftaran Pasien Rawat Inap

Pendaftaran pasien Rawat Inap dilakukan

oleh pasien/keluarga sesuai dengan SOP

pendaftaran pasien baru maksimal dalam 24

jam sejak pasien diistruksikan rawat inap oleh

dokter ke ruangan loket pendaftaran.

5



2. Pengkajian Awal Klinis

Pengkajian awal klinis adalah proses sistematik dari pengumpulan data dari

berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan

pasien. kajian awal terdiri dari.

1. Anamnesa pasien meliputi riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit

dahulu,riwayat penyakit keluarga, riwayar alergi, kajian sosial.

2. Tanda-tanda vital

a. Tekanan darah

b. Nadi

c. Suhu

d. Respirasi

3. Permintaan lab jika diperlukan atau pemeriksaan penunjang lainnya

6



Setelah pasien di rawat inap 7

Perawat akan memberikan Asuhan keperawatan secara

langsung kepada klien/ pasien di pelayanan kesehatan. 

dilasanakan berdasarkan kaidah-kaidah keperawatan

sebagai suatu profesi yang berdasarkan ilmu dan kiat

keperawatan, bersifat humanistic, dan berdasarkan pada 

kebutuhan objektif klien untuk masalah yang dihadapi

pasien.

1. Tahap-tahap proses keperawatan

a. Pengkajian

b. Diagnosa keperawatan

c. Rencana keperawatan

d. Implementasi keperawatan

e. Evaluasi



2. Tata laksana rujukan

pasien

8

1. Petugas Penanggung
Jawab

a. Dokter

b. Perawat Rawat Inap

c. Sopir ambulan

2. Perangkat Kerja

a. Ambulan

b. Formulir persetujuan

tindakan

c. Formulir rujukan



Tata laksana rujukan ;

1. Persiapan Rujukan
Persiapan pasien rujukan adalah

langkah–langkah yang harus dilakukan
sebelum pasien dikirim kefasilitas
pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
Sebelum melakukan rujukan, petugas
melakukan komunikasi dengan tempat
rujukan

2. Alih Rawat
a. Perawat UGD menghubungi rumah

sakit yang akan tujuan

b. Perawat jaga UGD memberikan
informasi pada perawat /dokter jaga 
rumah sakit rujukan mengenai
keadaan umum pasein (SOP -
Rujukan UGD )

c. Bila tempat telah tersedia di rumah
sakit rujukan, perawat UGD 
menghubungi ambulance

3. Pemeriksaan

Diagnostik

a. Pasien / keluarga pasien

dijelaskan oleh dokter jaga 

mengenai tujuan pemeriksaan

diagnostik, bila setuju maka

keluarga pasien harus mengisi

informed consent.

b. Perawat UGD menghubungi

Laboratorium yang dituju

9



4. Kriteria rujukan
 Hasil pemeriksaan fisik sudah dapat dipastikan tidak

mampu diatasi

 Hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang

medis tidak mampu diatasi

 Memerlukan pemeriksaan penunjang medis yang lebih

lengkap dan pemeriksaan harus disertai pasien yang 

bersangkutan

 Apabila telah diobati dan dirawat ternyata memerlukan

pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut yang tidak bisa

dilakukan

10

Tata laksana rujukan ;



5. Persyaratan kompetensi petugas yang merujuk

Minimal tenaga perawat atau bidan dengan Pendidikan minimal D3 yang sudah

dilatih BHD (Bantuan Hidup Dasar)

6. Kriteria pasien yang perlu/harus dirujuk

 Pengobatan atau tindakan tertentu yang diperlukan tidak bisa dilakukan di   

Puskesmas.

 Membutuhkan fasilitas atau peralatan yang tidak dimiliki Puskesmas atau

 peralatan yang dibutuhkan sedang rusak.

 Tenaga profesional (ahli) yang tidak dimiliki Puskesmas.

 Ruang rawat Inap Puskesmas penuh.

 Atas permintaan pasien dan atau keluarga untuk pindah rawat di rumah sakit yang 

dituju.

11Tata laksana rujukan ;



A. Latar Belakang

• Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Toba yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas

hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang baik akan mendukung terciptanya masyarakat yang sehat,

produktif, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah.

• Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Toba diharapkan dapat memperkuat

pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu sehingga pelayanan

kesehatan menjadi lebih terpadu, efektif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

• Pelayanan kesehatan primer menjadi garda terdepan sistem kesehatan masyarakat Kabupaten Toba. Pelayanan ini berperan

penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Melalui fasilitas kesehatan

tingkat pertama seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu, masyarakat dapat memperoleh pelayanan

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

• Program kesehatan sering berjalan terpisah. Program kesehatan sering berjalan secara terpisah dan tidak terkoordinasi

dengan baik. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi kurang efektif karena setiap program dilaksanakan

sendiri-sendiri tanpa adanya integrasi yang jelas. Dengan adanya integrasi layanan, berbagai program kesehatan dapat

dilaksanakan secara lebih terkoordinasi sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.

• Diperlukan integrasi pelayanan agar lebih efektif. Integrasi pelayanan memungkinkan berbagai program kesehatan yang

sebelumnya berjalan secara terpisah dapat dilaksanakan secara terpadu dan saling mendukung. Dengan adanya integrasi

tersebut, pelayanan kesehatan dapat diberikan secara lebih menyeluruh kepada masyarakat.



A. Rumusan Masalah

“Bagaimana penerapan Integrasi Layanan Primer 

selama ini di Kabupaten Toba?”

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Menggali realita kondisi eksisting

penerapan Integrasi Layanan Primer dalam

peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Toba

Tujuan: Mengevaluasi penerapan Integrasi Layanan

Primer sehingga diperoleh kendala atau faktor

penghambat serta langkah strategis penyelesaiannya”



INFO GRAFIS WILAYAH KERJA DINAS 
KESEHATAN KABUPATEN TOBA 

 1 RSUD

 1 RS SWASTA

 19 PUSKESMAS

 13 KLINIK KESEHATAN

 29 PUSTU

 202 POSKESDES

 46 POLINDES

 27 PRAKTEK DOKTER

 1 LABKESMAS



PENGERTIAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
Integrasi Layanan Primer adalah Upaya mengintegrasikan berbagai 

pelayanan kesehatan dasar agar pelayanan menjadi:

• Terpadu

• Berkesinambungan

• Berorientasi pada kebutuhan masyarakat

Tujuan utama ILP:

• Meningkatkan akses pelayanan kesehatan

• Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

• Memperkuat pelayanan promotif dan preventif

• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat





Manfaat ILP:

• Pelayanan kesehatan lebih mudah diakses

• Pelayanan lebih terkoordinasi

• Deteksi dini penyakit lebih cepat

• Peningkatan kualitas hidup masyarakat

ILP menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu:

• Ibu hamil

• Bayi dan balita

• Anak dan remaja

• Usia dewasa

• Lansia





Pelayanan ILP dilakukan melalui:

• Puskesmas

• Puskesmas Pembantu

• Posyandu

• Jejaring pelayanan kesehatan desa

Peran utama Puskesmas dalam ILP:

• Pusat pelayanan kesehatan primer

• Pembinaan Posyandu

• Pelaksanaan program kesehatan

• Rujukan layanan kesehatan



Posyandu berfungsi untuk:

• Pemantauan pertumbuhan balita

• Pelayanan ibu dan anak

• Edukasi kesehatan masyarakat

• Deteksi dini masalah kesehatan

Puskesmas pembantu membantu dalam:

• Mendekatkan pelayanan kesehatan

• Pelayanan kesehatan dasar

• Membantu program kesehatan masyarakat



Pelayanan ILP dibagi dalam beberapa klaster pelayanan 

untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan.

Klaster Lingkup Pelayanan/ Kegiatan Kompetensi PJ dan anggota

Klaster 1 
(Manajemen)

 Ketatausahaan: kepegawaian, 
keuangan dan sistem informasi

 Manajemen Sumber Daya
 Manajemen Puskesmas
 Manajemen mutu pelayanan dan 

keselamatan bagi masyarakat, pasien, 
dan petugas

 Manajemen Jejaring Puskesmas
 Manajemen pengelolan sediaan farmasi 

dan BMHP

PJ: Kepala Tata Usaha
 Manajemen data dan sistem informasi
 Manajemen keuangan
 Manajemen aset
 Manajemen sumber daya (SDM, sarpras, obat 

dan BMHP)
 Manajemen program/klaster
 Mengoordinir manajemen Puskesmas
 Mengoordinir manajemen mutu
 Manajemen pemberdayaan Masyarakat



Klaster Lingkup Pelayanan/ Kegiatan Kompetensi PJ dan anggota

Klaster 2 
(Ibu dan Anak)

 Menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
bagi ibu hamil, bersalin, nifas

 Menyelenggarakan pelayanan bagi
kesehatan anak balita dan anak 
prasekolah

 Menyelenggarakan pelayanan bagi 
kesehatan anak usia sekolah dan remaja

Mampu memberikan pelayanan:
 ANC
 Ibu hamil
 Persalinan normal dan nifas.
 Neonatal esensial
 Pelayanan gizi bagi ibu dan anak
 SDIDTK
 Imunisasi
 Skrining penyakit
 Skrining Kesehatan jiwa
 MTBS
 Pengobatan umum
 Kesehatan gigi dan mulut
 Komunikasi Antar Pribadi (KAP)
 Gadar Matneo
 Perkesmas
 Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan 

Anak



Klaster Lingkup Pelayanan/ Kegiatan Kompetensi PJ dan anggota

Klaster 3
(Usia Dewasa dan

Lansia)

 Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan
bagi Usia Dewasa

 Menyelenggarakan pelayanan
Kesehatan bagi lanjut usia

Mampu memberikan pelayanan:
 Skrining penyakit menular
 Skrining PTM
 Skrining Kesehatan jiwa
 Skrining kebugaran
 Skrining layak hamil
 Skrining geriatri
 Kespro bagi catin
 KB
 Pelayanan gizi bagi usia dewasa dan lansia
 Pengobatan umum
 Kesehatan gigi dan mulut
 Kesehatan kerja
 Komunikasi Antar Pribadi (KAP)
 Perkesmas
 Skrining KtPA



Klaster Lingkup Pelayanan/ Kegiatan Kompetensi PJ dan anggota

Klaster 4 
(Penanggulanga
n Penyakit
Menular)

 Pencegahan, Kewaspadaan Dini
dan Respon

 Pengawasan kualitas lingkungan

Mampu melakukan:
 Surveilans
 Penemuan kasus
 Penyelidikan epidemiologi
 Pengendalian vector
 Outbreak Respon Imunization (ORI)
 Pelayanan Kesehatan lingkungan
 Komunikasi Antar Pribadi (KAP)

Klaster 5 
(Lintas
Klaster)

 Pelayanan gawat darurat
 Pelayanan rawat inap *)
 Pelayanan kefarmasian
 Pelayanan Laboratorium

Mampu melakukan pelayanan:
 Kegawatdaruratan
 Rawat inap*)
 Kefarmasian
 Pemeriksaan laboratorium specimen

manusia, zoonosis



Implementasi ILP di Kabupaten Toba

Program ILP dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Toba melalui:

• Sosialisasi ILP

• Pelatihan tenaga kesehatan

• Penguatan pelayanan Puskesmas



Sosialisasi ILP



Pelatihan Tenaga Kesehatan



Peran Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan berperan 
dalam:

• Memberikan pelayanan kesehatan

• Edukasi kesehatan masyarakat

• Melakukan skrining kesehatan

Monitoring dan Evaluasi, monitoring dilakukan untuk:

• Menilai keberhasilan program

• Mengetahui kendala pelaksanaan

• Meningkatkan kualitas pelayanan



Tantangan Pelaksanaan ILP, beberapa tantangan:

• Keterbatasan tenaga kesehatan

• Sarana prasarana terbatas

• Kesadaran masyarakat masih rendah

Solusi Mengatasi Tantangan, upaya yang dilakukan:

• Pelatihan tenaga kesehatan

• Peningkatan fasilitas kesehatan

• Edukasi kesehatan masyarakat



Kondisi Yang Diharapkan:

Dampak Implementasi 
ILP, dampak yang 
diharapkan:

Peningkatan akses 
layanan kesehatan

Penurunan angka 
penyakit

Masyarakat lebih sehat

Gagasan dan Inovasi 



Penghargaan dan Capaian Dinas Kesehatan :

Tahun 2023 :
1. Piagam Penghargaan dari Pemerintahan Kabupaten Toba Lomba 
Inovasi Perangkat Daerah yaitu POT TBC Tahun 2023.
Tahun 2024 :
1. Mendapatkan penghargaan predikat penilaian kepatuhan 
penyelenggaraan pelayanan publik, nilai 81,49 (zona hijau) kategori B 
(kualitas tinggi) dari Ombudsmand RI;
2. Penghargaan Kabupaten dengan Kategori Program TBC terbaik se-
Sumatera Utara;
4. Penambahan Pusling roda 4 sebanyak 3 unit dan  roda 2 sebanyak 11 
unit;
5. Launching Integrasi Layanan Primer;
6. Juara 1 Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Toba dengan Inovasi “HITA” 
Home Visit Penyakit Tidak Menular;



Penghargaan dan Capaian Dinas Kesehatan :

Tahun 2024 :
7. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 98,76 % 
Kepesertaan BPJS;
8.Juara Imunisasi :
a. Juara 1 imunisasi baduta lengkap Tk.Sumut;
b. Juara 1 utilisasi smile imunisasi Tk.Sumut;
c. Juara 2 Imunisasi antigen baru Tk.Sumut;
d. Juara 2 imunisasi dasar lengjap Tk.Sumut;
e. Juara 3 Imunisasi T2 +WUS Tk.Sumut.
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Toba melaksanalan ASN 
CERDIK pemeriksaan kesehatan ke masing-masing OPD;



Penghargaan dan Capaian Dinas Kesehatan :

Tahun 2024 :
10. Kabupaten Toba menerima sertfikat bebas Frambusia dari Kemenkes 
RI;
11. Penambahan Pusling roda 4 sebanyak 3 unit, dan roda 2 sebanyak 
11 unit;
12. Pembanguan/ rehab 6 puskesmas(Puskesmas Tandangbuhit, 
Puskesmas Uluna, Puskesmas Lumban Lobu, Puskesmas Pintu Pohan 
Meranti, Puskesmas Borbor dan Puskesmas Parsoburan) dan 2 pustu 
(Pustu Tambunan dan Pustu Meranti Timur)
13.Sertifikat Penghargaan diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten
Toba Atas Prestasinya telah mencapai target SPM Program HIV Tahun 
2024 diberikan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.



Penghargaan dan Capaian Dinas Kesehatan :

Tahun 2025 :



Penghargaan dan Capaian Dinas Kesehatan :

Tahun 2025 :
1. Tanda Penghargaan Kepada Kabupaten Toba atas 
Capaian Imunisasi Tahun 2025;
2. Tanda Penghargaan atas capaian cakupan imunisasi 
Kejar tertinggi kedua Tahun 2025;
3. Tanda Penghargaan atas pencapaian cakupan imunissi 
T2+Wanita Tertinggi Pertama Tahun 2025;



Program/Kegiatan 
pada tahun 2026 
yang langsung 
bersentuhan 

dengan 
masyarakat yang 

pasti akan 
dilaksanakan/
realisasikan:

No
Program / Kegiatan Jumlah Sasaran penerima program Rencana jawal pelaksanaan 

1. Imunisasi Rutin Balita 19 Puskesmas Triwulan I s.d Triwulan IV

2. Pendampingan Balita bermasalah gizi 
oleh dokter spesialis anak

72 balita triwulan I- triwulan II

3. Pendampingan Ibu Hamil oleh dokter 
spesialis kandungan

190 ibu hamil triwulan I- triwulan III

4. Pembinaan dan Monitoring Perilaku 
Hidup Bersih Sehat

553 Orang
Triwulan I-Triwulan III (Bulan 
Maret-April)

5. Pergerakan Masyarakat  (GERMAS) 
Gerakan Cegah Stunting, Gerakan Aksi 
Bergizi , Gerakan Pengendalian 
Penyakit Prioritas dan Gerakan Bumil 
Sehat

365 Orang Triwulan I-Triwulan III 

6.

Jaminan Kesehatan Masyarakat Seluruh Jumlah Penduduk Triwulan I-Triwulan III 

7

Penyuluhan Tentang Pencegahan 

dan Pengobatan Tuberkulosis 

kepada masyarakat

500 orang Triwulan I-Triwulan III

8
Pemberian Makanan Tambahan 

Berupa Susu kepada Pasien TBC 
213 orang Triwulan II-Triwulan III



Kesimpulan

• Integrasi Layanan Primer merupakan program penting 
dalam sistem kesehatan.

• Program ini meningkatkan kualitas dan akses pelayanan 
kesehatan.

• Implementasi ILP di Kabupaten Toba mendukung 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat.



Terima Kasih



Lampiran sertifikat penghargaan



Lampiran sertifikat penghargaan



Lampiran sertifikat penghargaan
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DOKUMENTASI KEGIATAN 
(Kamis, 21 Mei 2026) 
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